
BUPATI  TANA  TORAJA
PROVINSI  SULAWESI  SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR  22  TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAIA NOMOR  17
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAI.IAN PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAiv YANG MAIIA ESA

BUPATI TINA TORAJA,

Menimbang : a.   bahwa untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal  18  Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran  2024,   telah  ditetapkan  Peraturan  Bupati  Tana
Toraja Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;

b.   bahwa  untuk   menindaklanjuti   Surat   Keputusan   Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang
Rincian  Insentif  Desa  Setiap  Desa  Tahun  Anggaran  2024,

:ipeerriukk=:::=e:==egrp:::P:u:fe=ap::e=rc=anbe:=iap
belanja dan sub rincian belanja, maka Peraturan Bupati Tana
Toraja Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembahan Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 perlu diubah;
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c.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud

pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tana  Toraja   Nomor   17   Tahun   2024   tentang   Pembahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024.

Mengingat   :  1.   Pasal   18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik

Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang      Nomor      29      Tahun      1959      tentang
Pembentukan    Daerah-daerah    Tingkat    11    di    Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tchun 1959 Nomor 74,
Tambahan   I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
1822);

3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020
Nomor 244 , Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2  Tahun  2022  tentang Cipta Kelja menjadi  Undang-
Undang  (I,embaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2023
Nomor 41,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6856) ;

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (I+embaran  Negara
Indonesia   Tahun   2019   Nomor  42,   Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

5.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang      RIasifikasi,       Kodefikasi,      dan      Nomenklatur
Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;
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6.   Peraturan   Menteri  Dalam   Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri  Nomor   15   Tahun   2023

tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

8.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tana  Toraja  Nomor  4  Tahun
2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran  2024  (Berita  Daerah  Tahun  2024
Nomor 4).

9.   Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  Tahun  Anggaran  2024  (Berita  Daerah  Tahun  2024
Nomor  17).

MEMUTUSEN:

Menetapkan  :   PERATURAN  BUPATI  TANA  TORAJA  TENTANG  PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR  17 TAHUN

2024    TENTANG    PERUBAHAN    PENJABARAN    ANGGARAN

PENDAPATAN   DAN  BELANJA  DAERAII  TAHUN  ANGGARAN

2024.

Pasal  I

Beberapa ketentuan dalaln Peraturan Bupati Tana Toraja  Nomor  17 Tahun

:a2e::¢
2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun  Anggaran  2024  (Berita  Daerah  Kabupaten  Tana Toraja  Tahun
Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1.   Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran     pendapatan      daerah      semula      direncanakan      sebesar
RPL .188.921.780.651,58  (safe trilinn serafus dezapan puhah delapan mmar



-4-

semhiharatusduaprulwhsafu,jutatugivhrafusdelapcmpul:uhribuerra;mrafus
ttma  puluh  satu  mpidh  ttma  puluh  deidpan  sen),  beftam:bah  schesar
Rp2 .890 .320 .000 ,00 (duo rrilier delepan ratus sembtlan pu,hah juta tiga ratus
dra puhah n.ha "phah/, sehingga menjadi sebesar Rp 1.191. 812 .100 .651,58

{safu tri]irn seratus semhilcm puhah safu mi;ha;r dctapcm rafus dua belas juta
seratusribuencLmrafusl:inapuhihsafu.ru:piahl;inapulwh.delapansen),yang
bersumber dari:
a.   Pendapatan asli;
b.   Pendapatan transfer; dan
c.   I,ain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.   Ketentuan  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  (7)  Pasal  8  diubah,  sehingga  berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1)  Pendapatan transfer sebagainana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf b
semula  direncanakan    sebesar    Rpl.046.027.597.546,00  /scifu  fro.Zdrrt
empat puluh erLam mi:liar dua puluh t\rfu:h juta I;ina rafus semhilan puluh
tu,juh ribu tina ratus empat puluh erLam "piah),   bertambah sebesar
Ftp2.890.320.000,00 (dua Thiha;r delapan ratus semhilcm puluh juta tiga
rtztus     cfroa     pzthah     r!ha     rxphah/,     sehingga     menjadi     sebesar

Ftpl.048.917.917.546,00    (sate   tril:hon   empat   puluh   dezapcm   rraliar
sembha;n rcrfus tu.ju:h beids juta semhilan rafus tirf u:h bctas r{bu tt:rna rafus
empat pu,hah enam rupiah), yang t:erdiri E*tas..
a.   pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.   pendapatan transfer antar daerah.

(2)  Pendapatan    transfer   pemerintah    pusat    sebagaimana    dimaksud

:e:j=V,pada     ayat     (1)      huruf     a,      semula     direncanakan
Rp981.828.022.323,00,00  (sembilen  ratus  delapan puluh  sate  rruliat
deidpan rates dua puluh delapan juta dua puhoh dua rtou tiga ratJs dua
puhah tiga nipiah) bertan\bah sebesar Rp2.890.320.000,00  (dua midar
delapan ratus  semREan pnduh juta tiga rcrfuis dua puluh ri.bu ru:piah)
sehingga   menjadi   sebesar   Rp984.718.342.323,00    /semb€Zcm   ntltus
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delapan prhih empat mitinx- tugiv:h ratis  delapcm belas juta tiga ra:fas
empat puluh dua rit]u tiga rcrfuLs dua puluh tiga ru;pin:h), yang terdiri darn..
a.   dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
b.   dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
c.   dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
d.   dana transfer khusus-dana alokasi ]chusus (DAK) non fisik; dan
e.   danadesa.

(3} Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.162.990.000,00 /duo
belas mflinr serafus erram puluh d:ua juta semb#an ratus semhilan. puluh
ri,bu rapich).

(4)  Dana   Transfer   Umum-Dana   Alokasi   Umum   (DAU)    sebagaimana
dimaksud     pada     ayat     (2)     huruf     b     direncanakan     sebesar
Rp604.549.358.000 ,00 (enam ratus empat rrilidr uma ratus empat puhah
sembilan juta tiga rafus ttma puhih delepan ribu ruviah).

(5)  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)  F`isik sebagaimana
dimaksud     pada     ayat     (2)     huruf     c     direncanakan     sebesar
RDL03.104.361.000,00 (seratus tiga mflidr serafus empct futa tiga ratus
era;in puhih safe ribu rupiah).

(6)  Dana   Transfer   Khusus-Dana   Alokasi    Khusus    (DAK)    Non    Fisik
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2)  huruf d direncanakan  sebesar
Rpl61.806.500.323,00  (serafus enam puluh satw mdiar dekxpan ratis
erLam juta 1:ina ratus ri:bu tiga ratus d:un puhah tiga ru:pidh).

(7)  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  e  semula

::sbe#
direncanakan sebesar Rpl00.204.813.000,00  /sertrfus mt.Zjar drtz
ermpat juta  dezapan rafus  tiga belas  ri,bu rupiah) bertarhoah  sebesa©
Ftp2.890.320.000,00   (dua  mitier  delapan  ratus  sembi:lan  puluh juta

sebe.sar/tiga    rafus    dua   puluh   ri:bu   rupiah)   se:hingsa   menjaudi
Rp±03.095.133.000,00  (seratus  tiga  mi.Itar  sembitan  puluh  ttma juta
seratrs tiga puluh tiga ribu ru;pidh).
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3.   Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 1

Anggaran       belanj a       daerah       semula       direncan akan       sebesar
Rpl .334 .333.902.280 ,00  ( safu trif ui;n tiga ratus tiga pruhih ermpat Trilidr tiga
rafus tiga puluh tiga juta sembi;lan rafus dua ribu dua rafus delapan puhah
"pjah/ bertambauh sebesar Rp2.890.320.000,00 /dwa mz.Zfar dezqpan rafus
sembha;n puhih ju:to tiga rafus dua puluh ribu rapiirh)    schingga rme"jeudi
sebesar Rpl .337 .224 .222 .280 ,0 (sate tri:lion tiga rates tiga puluh tujuh rn;diar
dua rates dua puluh dua juta dua ratus dalapan pud:uh ru:pin:h), yang terdiri
atas:
a.   belanja operasi;
b.   belanja modal;
c.   belanja tidak terduga; dan
d.   belanja transfer.

4.   Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

( 1)  Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
d, semula direncanakan sebesar  Rpl63.050.360.000,00  /serafus emam

puhah  tiga  milin;r  lima  puhih juta  tiga  rafus  eram  puhih  ribu  rupirh:)
bertambah  Rp2.890.320.000,00   /tina  mi.ZI.ar  dezapan  rtrfus  semz>€Zan

putuh froa ±iga ratus dua puluh ribu rupiah) sehinggaL menjedl sebesar
Rpl65.940.680.000,00  /serotrs enam prhah Z€ma ml.!i.ar semb€Zcin rtzfus

empat pu,hah juta enam rchrs de:lapan putuh ri:bu rupicth), yang terdiri

:tas:::::bbaa:hhaas:LLP::=bduaseLr:ae=[u:::eunp=:e?nadkae:::ae=etm=ndnetcarf
desa;

c.   belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada
dan

d.   belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa.
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(2)  Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebagalmana
dimaksud     pada     ayat     (1)     huruf     a,     direncanakan     sebesar
Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan pulwh f roa rupiah).

(3)  Belanja    bagi    hasil    retribusi    daerah    kepada    pemerintah    desa
sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf b  direncanakan  sebesar
Ftp820.000.000,00(sembilenratusduapruhihju:torupidh).

(4)  Belanja  bantuan  keuangan  umum  daerah  kabupaten  kepada  desa
sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  huruf c,  direncanakan  sebesar
Rp6± .645.547 .000,00 (enam puluh sate rwihar ertam ratus empat puluh
ti;rna juta tt:rna rafus empat prutuh tu,ju:h ri:bu ru,pin:h).

(5)  Belanja  bantuan  keuangan  khusus  daerah  kabupaten  kepada  desa
sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf d  semula  direncanakan
sebesar  Rpl00.204.813.000,00  /sertztrs  mi.Z€ar  dttc{  rotits  empcit j[tta

dezapan   ratus   tiga   tiga   belas   ribu   rapiah)   bertam:bah   sebesar
Ftp2.890.320.000 ,00 (dua rri:ha;r delapan rafus sernbilan puluh juta tiga
rofus     dra    pttfuh     n.ha     "pt.ah/     sehingga     menjadi     sebesar
Rpl03.095.133.000,OO   (sercrfus  tiga  rwihiar  semhilan  puluh  I:ina  juta
seratus tiga puluh tiga ribu ru;piah).

5.   Ketentuan  Lampiran  I diubah sehingga menjadi  sebagaimana
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak telpisahkan dari Per

t:::a=utrufty.

Bupati ini.

6.   Ketentuan Lampiran 11 diubah sehingga menjadi sebagalmana tereantum
dalam   I,ampiran   11   yang   merupakan   bagian   tidak   telpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kabupaten  Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale

#:dpaATTT::Ai9o::eA:berfoap

THEOFILUS ALLORERUNG

NOMOR a.2T

Diundangkan di Makale


